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Assalamuôalaikum Wr. Wb 

Syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kepada Tuhan 

yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga BBPOM di 

Jakarta dapat menjalankan target Kinerja di tahun 2017 dan 

dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2017. Laporan 

Kinerja ini dibuat sebagai upaya perwujudan perlindungan 

kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang beresiko 

terhadap kesehatan. 

Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya 

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja 

sekalipun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja. 

Sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka segala bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kinerja dan keuangan. 

Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dilakukan dengan menggunakan prinsip-

prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan kepemerintahan yang 

akuntabel dan transparan. 

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan 

gambaran akurat kinerja BBPOM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam 

memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta dan dapat 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang 

Wassalamuô alaikum Wr. Wb 

 Jakarta,      Januari 2018 

 Kepala Balai Besar POM di Jakarta 

 

 Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes 
 NIP.19620209 198703 2 001 
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Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk 

obat dan makanan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM. Hasil kinerja BBPOM di 

Jakarta telah dituangkan dalam Laporan Kinerja BBPOM di Jakarta tahun 2017. BBPOM di 

Jakarta telah mencapai target 3 (tiga) sasaran strategis dan indicator kinerja utama. 

Realisasi 2 (dua) sasaran strategis mendapat kriteria memuaskan dan 1 (satu) sasaran 

strategis dengan kriteria cukup.  

 

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai Besar POM di Jakarta untuk Sasaran 

Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 telah mencapai target dengan rentang capaian antara 

100% (Kriteria Baik) sampai dengan 120.52% (Kriteria Memuaskan). Capaian sasaran 

strategis 3 dengan indicator kinerja nilai SAKIP dari Badan POM adalah 87.63% (Kriteria 

Cukup). Capaian ini perlu ditingkatkan karena belum mencapai target dengan kriteria 

Baik/Memuaskan.   

 

Capaian Sasaran Kinerja BBPOM di Jakarta tahun 2017 secara umum telah mencapai nilai 

dengan kriteria Baik (100%) dan Memuaskan (100.30% s.d 120.05%). Namun terdapat 2 

(dua) indicator kinerja yang masih harus ditingkatkan karena capaiannya belum 100% 

(Kriteria Baik) yaitu Pemenuhan Target Sampling Produk Obat Di Sector Public (IFK) dengan 

capaian 92.25% dan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan 

Makanan dengan capaian 89.78 %.  

Penyerapan DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2017 sampai dengan 31 

Desember 2017 sebesar: Rp. 37.054.220.398 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Empat 

Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)  atau 95,30 % 

penyerapan dari total pagu anggaran.  

Dari perhitungan efisiensi anggaran, semua kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di 

Jakarta Efisien kecuali untuk indicator kinerja cakupan pengawasan sarana distribusi obat 

dan makanan.  

 

 

 

IKHTISAR 

EKSEKUTIF 
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Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis adalah  

1.  Perubahan kebijakan Pemda DKI Jakarta bahwa Puskesmas bisa mengadakan sendiri 

keperluan obat dan tidak mendapat supply dari Instalasi Farmasi Kesehatan Provinsi 

sehingga agak sulit mencapai jumlah sampel obat yang beredar di sektor publik karena 

keterbatasan pengadaan di Puskesmas, dipersulit lagi dengan metode sampling acak / 

random yang pada kenyataannya obat yang diperoleh adalah obat yang banyak beredar 

dan dengan jenis, merk, nomor bets yang selalu sama serta menyerap tenaga dan waktu 

yang lebih panjang dari sampling purposive. 

2. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat importasi dan distribusi produk obat dan makanan 

terbesar di Indonesia, sehingga sarana yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta 

merupakan sarana importir dan distributor besar dengan waktu pemeriksaan yang 

dibutuhkan lebih lama jika dibandingkan dengan sarana distribusi biasa. 

3. Persentase produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan 

yang memenuhi syarat tergantung dari produk yang beredar di pasaran. Produk yang 

disampling tiap tahun belum bisa dipastikan mutunya (Memenuhi Syarat / Tidak 

Memenuhi Syarat). 

4. Bertambahnya jumlah sarana dan produk yang beredar tidak sebanding dengan 

pertambahan jumlah SDM di Balai Besar POM di Jakarta.  

5. Belum tercapainya pemenuhan sampling obat di sector public disebabkan karena 

pengadaan obat pada pelayanan public itu satu pintu sehingga no kode produksi yang 

ada hampir di semua sarana pelayanan public sama untuk jenis obat yang sama 

Di samping kendala - kendala tersebut keberhasilan di bidang pengawasan yang lain Balai 

Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang 

beredar aman, bermutu, dan bermanfaat untuk dikonsumsi masyarakat 

 

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala adalah : 

1. Melakukan perhitungan jumlah sarana yang ada dan menghitung kemampuan SDM 

baik dari segi jumlah dan kualitas  dalam melakukan pemeriksaan 

2. Koordinasi dengan SKPD wilayah DKI Jakarta untuk mendapatkan data jumlah sarana 

produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta sehingga mendapat 

data yang valid untuk perhitungan jumlah target sarana yang diperiksa  
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3. Lebih Meningkatkan  koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 

hal pemenuhan sampling di sector public karena sudah 2 tahun terkendala dalam 

pemenuhan target sehingga lebih intensif lagi koordinasi sebelum pelaksanaan 

sampling 

Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi yaitu : 

1. Melakukan perbaikan kinerja dan evaluasi target yang disesuaikan dengan perubahan 

output yang akan ada. 

2. Melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas, kualitas dan 

kemampuan SDM. 

3. Melakukan koordinasi lintas sektor di awal tahun 2018 untuk mmemberikan gambaran 

dalam isu strategis di propinsi DKI Jakarta sehingga penetapan perencanaan 

pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan kondisi dan isu strategis di Propinsi DKI 

Jakarta 

4. Melakukan pengingkatan kualitas pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan 

prasarana pelayanan public dan meningkatkan kompetensi petugas.  

5. Melakukan mapping kebutuhan ruangan kerja dan kebutuhan peralatan laboratorium 

disesuaikan dengan standar yang ada serta ketersediaan lahan kantor untuk 

pengembangan 

6. Menerapkan zona integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di BBPOM di Jakarta. 

7. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang menindaklanjuti setiap MoU dan 

perjanjian kerja sama yang telah ada, melakukan evaluasi MoU dan atau perjanjian kerja 

sama secara berkala dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan atau instansi vertikal 

lainnya.  

8. Meningkatkan kerjasama dengan Universitas atau sekolah dalam hilirisasi hasil 

penelitian yang tepat guna dan peningkatan survey dengan bantuan dari civitas 

akademika dalam mendukung kinerja BBPOM di Jakarta  

9. Membuat perencanaan dan usulan anggaran agar system pelaporan  dan pengukuran 

kinerja terintegrasi dengan system SIPT dan system pelaporan lainnya secara elektronil 

sehingga lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya
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Balai Besar POM di Jakarta  dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap obat dan 

makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan 

hasil pengawasan obat dan makanan telah melakukan beberapa terobosan yang dapat 

dilihat pada kegiatan dibawah ini : 

1. Pangan Aman di Jakarta Melalui Kerjasama dengan Kwartir Daerah Pramuka  

Sejalan dengan upaya 

meningkatkan potensi gerakan 

Pramuka dalam mewujudkan 

keamanan pangan di DKI Jakarta 

dan sebagai bentuk komitmen, 

kesatuan tindak dalam 

meningkatkan keamanan pangan, 

pada tanggal 31 Juli 2017 bertempat 

di acara Workshop Nasional 

Pramuka Sadar Pangan (SAPA), 

Taman Wiladatika Cibubur, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama 

antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Kwartir Daerah (Kwarda) DKI Jakarta 

tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan pramuka dalam Peningkatan Keamanan 

Pangan di Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Ketua 

Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H. M.Si dan 

Kepala BBPOM di Jakarta, Dra.Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes disaksikan oleh 

Kwarda dari seluruh provinsi dan jajaran Badan POM.  Ruang lingkup kerjasama 

antara lain melaksanakan promosi dan sosialisasi keamanan pangan serta KIE 

keamanan pangan melalui Aplikasi Pramuka SAPA.  

2. ToT Fasilitator Keamanan Pangan dan 

Sosialisasi Pramuka Sadar Pangan 

(Pramuka Sapa) 

Dengan semangat kerjasama dan 

komitmen,  implementasi awal dari 

Perjanjian Kerjasama Balai Besar POM di 

Highlight  Kinerja  

BBPOM Jakarta 
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Jakarta dengan Kwartir Daerah DKI Jakarta tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan 

Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi DKI Jakarta, diwujudkan 

dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut bertempat di 

gedung Kwarda DKI Jakarta,  yaitu Training of Trainer (TOT) Fasilitator Keamanan 

Pangan, tanggal 2 Agustus 2017 dan Sosialisasi Pramuka SAPA, tanggal 3 Agustus 

2017. Acara dihadiri oleh Pembina Gugus Depan (Gudep) dari Kwartir Cabang 5 

(lima) wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan peserta didik Pramuka. Pada 

kesempatan tersebut, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Prof. Dr. Hj. 

Sylviana Murni, S.H. M.Si menyatakan kesiapan Pramuka untuk mengawal 

keamanan pangan di DKI Jakarta mengingat masih ditemukan masalah keamanan 

pangan di masyarakat. Sebagai agent of change Pramuka siap menjadi Pramuka 

Sadar Pangan Aman (Pramuka SAPA). 

3. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Perguruan Tinggi  

Penandatanganan Komitmen Bersama antara Balai Besar POM di Jakarta dengan 

Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang Praktik Kerja Profesi 

Apoteker, tanggal 13 November 2017 dan Universitas Indonesia (UI) tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 

tanggal 14 November 2017 dilaksanakan di BBPOM di Jakarta. Penandatanganan 

dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta Dra. Dewi Prawitasari, Apt., 

M.Kes dengan Dekan Sekolah Farmasi ITB Dekan Sekolah Farmasi ITB, Prof. Dr. 

Daryono Hadi Tjahyono, M.Sc., Apt. dan Dekan Fakultas Farmasi UI Dr. Mahdi Jufri, 

M.Si.,Apt, disaksikan oleh perwakilan dari Badan POM dan segenap jajaran Balai 

Besar POM di Jakarta. Ruang lingkup Komitmen Bersama ini mencakup 

penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Apoteker dan pemanfaatan sumber daya 

untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan 

pengawasan Obat dan Makanan.  
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4. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) Provinsi DKI Jakarta 

Penandatanganan kesepakatan 

bersama dilaksanakan pada hari Senin, 

30 Oktober 2017, bertempat di ruang 

pertemuan Balai Besar POM di Jakarta 

dan disaksikan oleh perwakilan dari 

Dinas Kominfotik, Dinas Kesehatan, 

Berita Jakarta, dan jajaran pejabat 

struktural dan fungsional Balai Besar 

POM di Jakarta. Kesepakatan Bersama ini ditekankan pada  Pengawasan Isi Siaran 

terhadap Iklan, Publikasi dan Promosi Obat dan Makanan pada Lembaga Penyiaran 

di DKI Jakarta. Dengan penandatanganan kesepakatan bersama ini kerjasama 

pengawasan dan tindak lanjut terhadap iklan, promosi dan publikasi Obat dan 

Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditingkatkan.   

 

5. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Kanwil Bea Cukai Jakarta 

Hasil pengawasan BBPOM di Jakarta 

selama 3 (tiga) tahun terakhir juga 

menunjukan bahwa temuan produk 

impor tanpa ijin edar ditemukan 

sebanyak 48,31% pada tahun 2014; 

63,96% pada tahun 2015; 67,52% pada 

tahun 2016. Ini memperlihatkan potensi 

pelanggaran dan juga potensi terjadinya 

pidana memasukan obat dan makanan illegal masih terjadi dan menjadi salah satu 

modus operandi tindak pidana obat dan makanan terutama melalui  wilayah 

kepabeaan di Propinsi DKI Jakarta yaitu Kantor Pos Besar Pasar Baru & Bandara 

Halim Perdana. Sebagai wujud komitmen bersama pada tanggal 10 Oktober 2017 

Balai Besar POM di Jakarta bersama-sama dengan Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, 

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta perwakilan dari Direktorat Inspeksi dan 

Sertifikasi masing- masing Kedeputian, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan  serta 

Biro Hukmas melakukan koordinasi untuk meningkatkan efektifitas hasil pengawasan 

obat dan makanan illegal melalui kerjasama Border Inspection.  
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6. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker 
Indonesia (PD IAI) 

Balai Besar POM di Jakarta melakukan 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PD IAI 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang 

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 

Melalui Dukungan Profesi Apoteker yang 

dilaksanakan di kantor Pengurus Pusat Ikatan 

Apoteker Indonesia Provinsi DKI Jakarta tanggal 

25 April 2017. Dihadiri 30 orang yang terdiri dari KaBBPOM di Jakarta beserta tim 

dan pengurus serta anggota PD IAI DKI Jakarta. Acara dibuka oleh Ketua PD IAI 

Khusus Ibukota Jakarta Dra. Azizahwati, MS, Apt. dan dilanjutkan dengan sambutan 

Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M. Kes. 

7. Kerjasama BBPOM di Jakarta tentang tindak lanjut implementasi Inpres No 3 
Th 2017 dengan SKPD 

Dalam rangka implementasi Instruksi 

Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang 

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat 

dan Makanan dan draft Instruksi Gubernur 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat 

dan Makanan maka Balai Besar POM di 

Jakarta mengadakan acara pertemuan 

implementasi Inpres no. 3 th 2017 tanggal 8 Desember 2017. Acara ini bertujuan 

untuk meningkatkan sinergi antara Balai Besar POM di Jakarta dan lintas sektor 

terkait dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta.  

8. Perkuatan Mobil Laboratorium Keliling Dengan PCR Portabel Dan Tes Kit 

Mikroba Patogen  

Badan POM senantiasa mengikuti 

perkembangan teknologi pengujian obat dan 

makanan. Pengujian sampel dan makanan di 

mobil laboratorium keliling BBPOM di Jakarta 

pada tahun 2017 diperkuat dengan parameter uji 

DNA babi dan mikroba pathogen menggunakan 

PCR portabel dan test kit. Diharapkan 
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penambahan parameter uji pada mobil laboratorium keliling dapat mendukung 

pengawasan obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta secara lebih komprehensif.  

 

Keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

obat dan makanan pada tahun 2017 dapat dilihat pada kegiatan berikut ini: 

 

1. Balai Besar POM di Jakarta Musnahkan Rp. 26 M Kosmetik, Makanan dan Obat 

Tradisional Ilegal 

Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta 

pada tanggal 2 Mei 2017 kembali 

melakukan pemusnahan terhadap 

sejumlah produk ilegal yang didominasi 

produk pangan dan kosmetika hasil 

pengawasan selama tahun 2015 ï 2016. 

Jumlah total produk yang dimusnahkan 

adalah sebanyak 450 item (392.223 

kemasan) senilai lebih dari 24 miliar 

rupiah yang berasal dari enam sarana produksi dan distribusi di wilayah Jakarta. Seluruh 

barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah mendapatkan Ketetapan Pemusnahan 

dari Pengadilan Negeri setempat. Selain itu dilakukan juga pemusnahan terhadap hasil 

temuan BBPOM di Jakarta dalam rangka pengawasan rutin berupa Obat Tradisional 

yang mengandung Bahan Kimia Obat, Suplemen Kesehatan Ilegal, Kosmetika Ilegal 

serta pangan ilegal dengan nilai keekonomian lebih dari 2 Milyar rupiah sehingga total 

produk ilegal yang dimusnahkan  adalah lebih dari 26 Milyar rupiah.  

2. Balai Besar POM di Jakarta Musnahkan 1,1 M Pangan Kedaluwarsa 

Intensifikasi pengawasan produk pangan yang dilakukan Balai Besar POM (BBPOM) di 

Jakarta selama bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H menghasilkan 

temuan pangan kedaluwarsa, pangan rusak, dan pangan tanpa izin edar yang diedarkan 

oleh seorang pelaku usaha di 3 lokasi di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Modus 

yang dilakukan adalah mengubah tanggal kedaluwarsa atau repacking kemasan pangan 

yang telah kedaluwarsa dan mencampur produk yang baru dengan produk yang telah 

kedaluwarsa. Pemusnahan dilakukan tanggal 30 Agustus 2017 di PT. Mitra Tata 

Lingkungan Baru, Desa Wanaherang, Kec. Gn. Putri, Bogor dengan disaksikan oleh 

Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. 

Pemusnahan  dihadiri oleh Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, Kepala 
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BBPOM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes, Deputi Bidang Pengawasan 

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, serta Kepala Pusat Penyidikan Obat dan 

Makanan dan Pejabat Eselon II terkait lainnya. Total produk yang dimusnahkan 

sebanyak 123 item (+1500 karton) dengan nilai keekonomian mencapai 1,1 miliar rupiah. 

 

       
 

3. Surveilans Audit ISO 9001:2015 di Balai Besar POM di Jakarta 

Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah 

satu institusi pelayan publik selalu 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi masyarakat serta 

senantiasa meningkatkan kualitas 

pelayanan. Salah satu bentuk penjaminan 

sistem mutu di BBPOM di Jakarta adalah 

audit surveilans ISO 9001:2015 yang telah 

diluncurkan oleh Badan POM pada awal Agustus 2017. Audit Surveilans di Balai Besar 

POM di Jakarta dilakukan selama 2 (dua) hari pada tanggal 8-9 November 2017 oleh 

Auditor Tuv Sud, Sjamsul Irwin yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar POM 

di  Jakarta sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu, Dra. Dewi Prawitasari,Apt. M. Kes. 

Tujuan audit adalah untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen dengan 

persyaratan ISO 9001:2015, memastikan kemampuan sistem manajemen dalam 

pemenuhan persyaratan perundangan yang berlaku dan persyaratan pelanggan, 

memastikan efektifitas sistem manajemen dalam pencapaian sasaran mutu dan 

mengidentifikasi peluang untuk peningkatan sistem manajemen. Oleh karena itu akan 

dipastikan dalam audit ini keempat hal tersebut telah dipenuhi dengan baik oleh 

organisasi. Pada closing meeting disampaikan tidak ditemukan adanya finding yang 
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berkategori ketidaksesuaian/NC (Non Conformity) sehingga Balai Besar POM di Jakarta 

dinyatakan dapat direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015. 

4. Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) 

Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) merupakan 

salah satu strategi Badan POM untuk mewujudkan pangan aman di seluruh sekolah 

menuju generasi sehat dan berkualitas. Penyerahan PBKPKS untuk tahun 2017 

dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pada tanggal 28 April 2017 dan 12 Desember 2017, 

yang keduanya bertempat di Balai Agung, kantor Gubernur DKI Jakarta.  

Penghargaan PBKPKS  tahap 1 diberikan untuk 13 (tiga belas) sekolah yang terdiri  dari 

SD, MI, SMP dan SMA.  Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta 

dan Kepala Badan POM. Setelah penyerahan penghargaan PBKPKS, dilaksanakan 

Pencanangan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA) dengan 

penandatanganan komitmen Peduli Obat dan Pangan Aman oleh perwakilan instansi 

pemerintah di Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha dan elemen masyarakat. Penghargaan 

PBKPKS  tahap 2 bertujuan untuk meningkatkan capaian sekolah di DKI Jakarta yang 

memperoleh penghargaan PBKPKS. Piagam diberikan untuk 10 (sepuluh) sekolah yang 

terdiri dari SD, SMP dan SMA. Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Biro 

Kesra Prov. DKI Jakarta, Direktur SPKP dan Kepala BBPOM di Jakarta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

5. Pelatihan Uji Deteksi Obat Palsu dengan kit MiniLab untuk Obat TB, HIV, Infeksi 

Oportunis  

 

Balai Besar POM di Jakarta kembali bekerja sama dengan Promoting the Quality of 

Medicines-U.S. Pharmacopoeia (USP-PQM) Indonesia dan United States Agency for 

International Development (USAID) menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi Laboratorium Pengujian Obat dan Napza. Pelatihan yang diselenggarakan 

pada tanggal 5 ï 8 Desember 2017 ini bertajuk Data Collection (Sampling and Testing) 

with MiniLab for Testing TB, HIV, and Opportunistic Infection Medicines. 
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Penggunaan MiniLab dalam menguji sediaan-sediaan obat memungkinkan pemeriksaan 

kualitas obat di tempat sampling dan dengan waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, 

peningkatan keterampilan para penguji dalam menggunakan MiniLab ke depannya 

diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja dalam pengawasan 

sediaan-sediaan obat di lapangan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Capacity Building on Analytical Technique on Gas Chromatography  

Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi Laboratorium Pengujian Obat dan Napza bertajuk Capacity Building on 

Analytical Technique on Gas Chromatography, bekerja sama dengan Promoting the 

Quality of Medicines-U.S. Pharmacopoeia (USP-PQM) Indonesia dan didukung oleh 

United States Agency for International Development (USAID). Mr. Sanford Bradby III 

(Scientist V) dan Ms. Yenny Fransisca (Senior QA/QC Spesialist) dari USP-PQM 

menjadi instruktur/fasilitator dalam pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 28 

November 2017 sampai 4 Desember 2017 ini. Pelatihan ini diikuti penguji Laboratorium 

Obat dan Napza BBPOM di Jakarta, staf Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional 

(PPOMN) dan staf BBPOM di Jayapura. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman Kromatografi Gas baik secara teori ataupun praktek, pemecahan 

permasalahannya (troubleshooting), serta dapat mengaplikasikannya sesuai dengan 

Farmakope dan prinsip-prinsip Good Laboratory Practices (GLP). 
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7. Bimbingan Teknis Laboratorium 

Penetapan Kadar Logam Berat Dalam Sediaan Obat Tradisional 

Dengan semakin berkembangnya metoda analisis yang baru dalam pengujian obat 

tradisional, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi personel penguji dengan 

diadakannya Pelatihan Internal pada tanggal 13-17 Maret 2017 yang diikuti oleh peserta 

dari Laboratorium Kosmetik dan Obat Tradisional Balai Besar POM di Jakarta dengan 

instruktur Ibu Aan Risma Uli, Apt, M.Si dari PPOMN. Pelatihan dibuka di hari pertama 

oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes. Setelah 

mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta pelatihan dapat menerapkan dalam 

pengujian rutin dan meningkatkan kinerja pengujian khususnya penetapan kadar logam 

berat dalam sediaan obat tradisional 

 

 

 

 

Bimbingan Teknis Penetapan Kadar Asam Folat Dalam Tepung Terigu 

Kegiatan berlangsung dari tanggal 07-13 April 2017 

diikuti oleh 15 orang peserta. Peserta berasal dari 

Bidang Pengujian Pangan BBPOM di Jakarta dan 

satu peserta dari staf Pengujian Pangan Balai POM di 

Serang. Selain dilakukan penetapan kadar juga 

dilakukan verifikasi Metode Analisis. Diharapkan 

dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan 

kemampuan personil Pengujian Pangan dan Bahan 

Berbahaya sehingga memenuhi standar pemenuhan 

parameter uji kritis pada tepung terigu. Selain itu juga 

dapat meningkatkan pemenuhan standar Ruang 

Lingkup Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya 

Balai Besar POM di Jakarta 
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Bimbingan Teknis Uji Dan Verifikasi Endotoksin Bakteri Pada Sediaan Injeksi 

Antibiotik Dengan Metode Jendal Gel 

Dalam rangka peningkatan kompetensi personel 

penguji laboratorium mikrobiologi melaksanakan 

kegiatan bimbingan teknis pengujian bertema 

endotoksin bakteri pada tanggal 15 ï 19 Mei 

2017 . Tema endotoksin bakteri diangkat karena 

parameter uji produk injeksi pada prioritas 

sampling produk injeksi termasuk uji endotoksin 

bakteri. PPOMN memfasilitasi penugasan 

instruktur untuk membimbing teknis pengujian.  

 

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengujian Napza secara GCMS 

Dengan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan Napza dan peredaran obat palsu di 

masyarakat, maka Balai Besar POM di Jakarta perlu meningkatkan kompetensi personil 

penguji dalam pengujian secara GCMS terhadap Napza maupun obat-obat lain pada 

umumnya. Untuk itu diadakan Pelatihan Internal selama 5 hari sejak tanggal 15 sampai 

dengan tanggal 19 Mei 2017 yang diikuti oleh peserta dari Laboratorium Obat dan Napza 

dengan Instruktur Ibu Nurul Hidayati S.Si dari PPOMN. Dalam pelatihan ini juga dibahas 

berbagai permasalahan dalam pengujian lainnya dan diharapkan peserta pelatihan dapat 

menerapkan ilmu dan keterampilannya dalam pengujian rutin dan meningkatkan kinerja 

pengujian khususnya pengujian Napza secara GCMS. 
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Bimbingan Teknis Identifikasi dan Angka Listeria monocytogenes 

Balai Besar Pengawas  Obat dan Makanan di 

Jakarta terus menerus meningkatkan kinerja 

pengujian laboratorium melalui pelatihan 

eksternal maupun internal. Pada  tanggal 4-8 

September 2017  BBPOM di Jakarta kembali 

menyelenggarakan pelatihan internal 

laboratorium mikrobiologi diikuti oleh semua 

penguji di laboratorium mikrobiologi dengan bimbingan Narasumber dari Pusat Pengujian 

Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Kemala S. Nagur, S.Si., M.Si. Fokus pelatihan 

internal ini adalah meningkatkan kompetensi penguji untuk salah satu parameter uji baru 

sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi 

dalam Pangan Olahan yaitu Identifikasi dan Angka Listeria monocytogenes.  

Bimbingan Teknis Penetapan Kadar Dioksan dalam Kosmetik secara GC MS 

Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan 

bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi 

Laboratorium Pengujian Kosmetik pada tanggal 4 ï 

8 Desember 2017 yang berfokus pada pengujian 

dioksan pada sediaan kosmetik secara GC-MS 

dengan instruktur adalah Sri Purwaningsih dari 

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional 

(PPOMN). Dalam pelatihan ini juga dibahas 

berbagai permasalahan dalam pengujian lainnya dan diharapkan peserta pelatihan dapat 

menerapkan ilmu dan keterampilannya dalam pengujian rutin dan meningkatkan kinerja 

pengujian khususnya pengujian kosmetik secara GCMS. 

8. Wujudkan Keamanan Pangan di Komunitas Madrasah Provinsi DKI Jakarta 

Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta menggandeng Balai Besar POM di 

Jakarta untuk menyelenggarakan Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 
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pada tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Aula Jayakarta Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta yang diikuti 250 orang peserta, terdiri dari Kepala Madrasah dan 

Guru Penanggung jawab UKS serta Guru Penanggung jawab Kesiswaan untuk tingkat 

Ibtidayah (MIN), Tsanawiyah (MTs-N), dan Aliyah (MAN) di seluruh Provinsi DKI Jakarta. 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara Balai Besar POM di 

Jakarta, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan LPPOM MUI Provinsi DKI 

Jakarta.  

 

9. Penyuluhan Keamanan Pangan untuk Industri Rumah Tangga di Wilayah DKI 

Jakarta 

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 

memegang peranan penting dalam sektor 

pertumbuhan ekonomi mikro dan 

menengah, produk IRTP dikonsumsi secara 

luas di masyarakat dan memiliki pangsa 

pasar dengan segmentasi yang tidak 

terbatas. Oleh karenanya, keamanan 

pangan IRTP sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut kesehatan 

masyarakat luas. Untuk mengawal keamanan pangan IRTP, BBPOM di Jakarta 

bekerjasama dengan berbagai instansi di Kota Administrasi DKI Jakarta diantaranya 

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada 27 Februari 2017 dan Kelurahan Tebet 

Barat tanggal 18 Januari 2017. Kegiatan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku 

industri untuk memproduksi pangan olahan rumah tangga yang bermutu serta aman 

dari bahaya fisik, kimia dan biologis. Langkah kerjasama ini merupakan wujud 

komitmen BBPOM di Jakarta untuk mewujudkan visi Badan POM yaitu obat dan 

makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. 

10.  BPOM sapa pemudik dengan KLIK 

Menyambut Idul Fitri 1438 H, Badan 

Pengawas Obat dan Makanan 

melaksanakan intensifikasi pengawasan 

pangan di lokasi-lokasi pemberangkatan 

pemudik yaitu Pelabuhan Tanjung Priok 

Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2017 

yang di hadiri oleh Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Dr.Ir. 

Penny K Lukito.MCP , Terminal Pulo 



 

xx 
 

LAPORAN KINERJA 
BBPOM DI JAKARTA 
TAHUN 2017 

Gebang Jakarta Timur dan Stasiun Gambir Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2017, 

dan Pantai Karnaval Ancol pada tanggal 22 Juni 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan tips memilih pangan yang aman bagi para pemudik. Di lokasi titik 

pemberangkatan mudik tersebut, BBPOM di Jakarta menyediakan mobil laboratorium 

keliling untuk memastikan pangan jajanan yang di perjual belikan di ke empat lokasi 

tersebut terbebas dari bahan ï bahan berbahaya, dibagikan pula leaflet berisi tips 

bermanfaat tentang ñCEK KLIKò yang berisi info praktis memilih pangan yang aman serta 

gimmick yang menarik perhatian pemudik. Selain itu disediakan pula booth yang berisi 

contoh-contoh makanan yang mengandung bahan berbahaya.  

11. Semarak Gerakan Masyarakat  Sadar Pangan Aman ( Germas SAPA)  di Car Free 

Day Kota Administrasi Jakarta Selatan 

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor  (HBKB) / Car Free Day Kota Administrasi 

Jakarta Selatan yang rutin dilakukan setiap bulan sejak bulan Agustus 2017 merupakan 

salah satu wadah untuk mensosialisasikan Germas Sapa. HBKB tanggal 15 Oktober, 19 

November dan 17 Desember 2017 merupakan kesempatan BBPOM Jakarta 

bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank DKI.  

Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan, Ibu Sri 

Yuliani, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dengan penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan. Pada HBKB tanggal 17 Desember 

2017, BBPOM Jakarta memberikan apresiasi terhadap siswa dan sekolah pemenang 

Lomba Tari Budaya Keamanan Pangan yang diselenggarakan Jumat, 15 Desember 

2017. Piagam dan trofi diserahkan secara langsung kepada SD Pesanggrahan 10, SD 

Cipulir 09, SD Pondok Labu 07, SMP 12, SMP 19, SMP 161, SMA 34, SMA 63, dan 

SMK 28. Acara semakin meriah dengan adanya KIE Keamanan Pangan oleh Kepala 

BBPOM Jakarta dan pembagian doorprize kepada pengunjung. BBPOM Jakarta juga 

membuka stand mobil laboratorium keliling di lokasi yang sama.  
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12. Bersama Jakarta Fair, Indonesia Bersatu Indonesia Bahagia 

Dengan mengusung tema ñJakarta Fair 2017 

Membangkitkan kesadaran memperluas 

lapangan kerja bagi rakyat banyakò dengan 

sub tema ñMarilah bekerja keras demi 

kemajuan bangsa dan negara, menuju 

berakhirnya kesenjangan, rakyat makmur 

sentosaò, ajang pameran dan hiburan terbesar 

se-Asia Tenggara kembali hadir. Bertempat di 

Arena Jakarta International Expo (JIExpo) 

Kemayoran Jakarta Pusat, event Jakarta Fair telah dibuka untuk umum sejak 6 Juni 

2017 dan peresmiannya dilakukan pada 14 Juni 2017 dihadiri oleh Menteri Perdagangan 

RI dan Plt.Gubernur DKI Jakarta. Tahun 2017 ini merupakan tepat 50 tahun 

diselenggarakannya event Jakarta Fair Kemayoran dan sekaligus digelar dalam rangka 

memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-490. Penyelenggaraan diikuti oleh 2700 perusahaan 

peserta yang tergabung dalam 1500 stand pameran. Balai Besar POM di Jakarta, 

sebagai bagian dari pelayanan publik Pemerintah DKI Jakarta turut hadir pada ajang 

Jakarta Fair Kemayoran 2017, dengan menampilkan beragam informasi antara lain Cek 

BPOM, Cek KLIK, Cek BTP, GNPOPA, pangan mengandung bahan berbahaya serta 

layanan sertifikasi.  

 

13. Talkshow dan Kunjungan Dirjen OTDA ke stand BBPOM di Jakarta pada Pekan 

Raya Jakarta Kemayoran (Jakarta Fair) 2017 

Sebagai bentuk peran serta dalam Layanan Publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, 

BBPOM di Jakarta turut aktif berpartisipasi di dalam Anjungan Provinsi DKI Jakarta, Hall 

C1, Pekan Raya Jakarta Kemayoran yang telah berlangsung sejak 8 Juni 2017 dan akan 

berakhir pada 16 Juli 2017. Pada tanggal 17 Juni dan 8 Juli 2017, Kepala BBPOM di 

Jakarta Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M. Kes menyampaikan talkshow di panggung 

Anjungan Provinsi DKI Jakarta. Pada talkshow ini, beliau menyampaikan materi tentang 

Keamanan Pangan, berdiskusi langsung dengan para pengunjung terkait materi yang 

disampaikan, dan memberikan bingkisan menarik bagi pengunjung yang aktif bertanya. 

Pasca talkshow tersebut, stand BBPOM di Jakarta memperoleh kesempatan untuk 

dikunjungi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan sekaligus 

mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr.Soni Sumarsono, M.DM Beliau 



 

xxii 
 

LAPORAN KINERJA 
BBPOM DI JAKARTA 
TAHUN 2017 

mengapresiasi peran aktif BBPOM di Jakarta dan mendorong peningkatan kualitas 

layanan publik di Provinsi DKI Jakarta. 

 

14. Menyapa Masyarakat Luas Dengan Talkshow Di RRI  

Untuk memperluas cakupan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Obat dan 

Makanan , Balai Besar POM di Jakarta melakukan talkshow  dan interaktif melalui Radio 

Republik Indonesia ( RRI ) yang memiliki jaringan pendengar di seluruh Indonesia. Pada 

bulan Ramadhan ,pada hari Kamis dan Senin  tanggal 8, 12 dan 16 Juni 2017  pada 

pukul 9.00 ï 10.00 WIB  Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt. 

M. Kes memberikan informasi tentang keamanan pangan, meliputi Makanan yang 

aman  dan ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya, dan penggunaan 

kemasan pangan. Beliau menyampaikan untuk selalu ingat Cek KLIK  : cek Kemasan, 

cek Label, cek Izin Edar dan cek Tanggal Kadaluarsa. Sebagai penutup, beliau 

menghimbau agar masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas dalam 

memilih  Makanan yang akan dikonsumsi dan dalam mengkonsumsi Pangan Siap Saji 

serta membeli dan menyiapkan parcel makanan.  
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15. Penyebaran Informasi ke Sekolah di wilayah DKI Jakarta 

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan komunitas sekolah terkait penyediaan PJAS 

yang aman, bermutu dan bergizi, Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama 

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Jajanan Sekolah Tahun 2017 

yang diadakan di Aula Pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 

September 2017. Acara dihadiri oleh komunitas sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Komite 

Sekolah, Penjaja Kantin) dari 13 sekolah terpilih tingkat SD, SMP, SMA dan Madrasah 

dan peserta dari perwakilan SKPD di lingkungan provinsi DKI Jakarta terkait yaitu Biro 

Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Kesehatan, Dinas 

Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Suku Dinas Pendidikan wilayah I dan II di 6 (enam) 

kota/kabupaten administrasi.  

 

Sekolah Al Izhar Pondok Labu  

Balai besar POM di Jakarta memberikan 

Informasi dan Edukasi di Sekolah Al 

Izhar pada hari Rabu, 13 September 

2017  di ruang Teater Kecil Al 

Izhar  Pondok Labu Cilandak Jakarta 

Selatan. Peserta yang hadir sebanyak 

78  orang  terdiri  dari  siswa kelas SD, 

SMP dan SMA, guru dan manajemen 

dari Sekolah Al Izhar.  Acara dimulai 

dengan pembukaan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum Yayasan Al Izhar, Ibu 

Nuryani Yahya, dilanjutkan pemaparan materi Keamanan Pangan oleh Kepala Balai 

Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari Apt. M.Kes. lalu diteruskan   demo Rapid 

Test Kit 4 bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B, Methanyl Yellow)  
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16. Safari Ramadhan Bersama Indofood 

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

tentang Pendidikan Gizi dan Kesehatan, PT 

Indofood Sukses makmur Tbk. melakukan 

Program Safari Ramadhan Indofood 2017 pada 

tanggal 4 Juni 2017 di Pondok Pesantren Putri 

As-Syafiiyah Jl. Raya Jati Jakarta 

Timur  dengan tema òPeran Asupan Nutrisi 

Pada Anak dan Remaja Untuk Ciptakan 

Generasi Sehat dan Berkualitasò, diikuti oleh 210 peserta terdiri 200 orang siswa dan 10 

guru pendamping  yang berasal dari 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang terdapat 

di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu  SDN Kebon Jeruk 11, SDN Setiabudi 01 pagi, 

SDN Jatiwaringin III, SDN Menteng 03 Pagi dan SDN Tebet Barat 08. Acara dibuka oleh 

Bapak  Deni Puspahadi selaku Senior Manager Corporate Social Responsibility 

Department, dan dilanjutkan pemaparan materi  tentang Keamanan Pangan oleh Ibu 

Dewi Prawitasari selaku Kepala Balai Besar POM di Jakarta.   

17. Cerdaskan Masyarakat dengan KIE 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Jakarta melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi  (KIE) Obat dan Makanan bersama Komisi IX.  

Tahun 2017 dilaksanakan di Aula SMK Negeri 

27  Jakarta Pusat pada 11 April 2017 dan bertempat di 

Aula Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 

4 Mei 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

informasi dan edukasi kepada berbagai lapisan 

masyarakat khususnya Ibu rumah tangga akan 

pentingnya keamanan pangan dan bagaimana cara 

memilih obat, obat tradisional, dan kosmetik yang aman. 

Kegiatan ini dihadiri oleh 500 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai kelurahan 

di Kecamatan sesuai lokasi penyelenggaraan.  
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18. Menyapa Masyarakat di Mall Artha Gading Melalui Pameran Gelar Produk Khas 

Daerah (GPKD) 

Balai Besar POM di Jakarta memberikan 

pelayanan dan edukasi kepada masyarakat 

melalui pameran Gelar Produk Khas Daerah 

(GPKD) yang diselenggarakan mulai tanggal 

10 - 13 Agustus 2017 di Mall Artha Gading. 

Balai Besar POM di Jakarta hadir untuk 

memberikan informasi serta mengedukasi 

masyarakat pengunjung stand Balai Besar POM di Jakarta. Pameran GPKD 2017 diikuti 

oleh 30 peserta dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dari berbagai propinsi di Indonesia.  

 

19. Kelurahan Pulau Untung Jawa Siapkan Pasar Destinasi Wisata 

Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan salah 

satu kelurahan yang telah dipilih sebagai Pilot 

Project oleh Balai Besar POM Jakarta  sebagai 

Pasar Destinasi Wisata pada tahun 2017. Minggu, 

26 Maret 2017 dilakukan peninjauan lapangan ke 

Pulau Untung Jawa oleh Kepala Balai Besar 

POM di Jakarta, Ibu Dewi Prawitasari dan Tim, Lurah P. Untung Jawa, Bapak Ade 

Slamet dan Petugas dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.  

Kunjungan bertujuan untuk melihat secara langsung situasi pantai, kunjungan wisatawan, 

serta kesibukan kuliner di daerah tersebut. Tim BBPOM di Jakarta melalukan KIE 

kepada para pedagang makanan siap saji baik yang diolah langsung maupun pangan 

siap saji  yang berasal dari pangan olahan terkemas. Selain itu juga 

dilakukan  pengambilan sampel makanan yang dijual di Taman Arung Samodra (Arsa) 

untuk diuji menggunakan rapid test kit identifikasi 4 bahan berbahaya (Formalin, Boraks, 

Rhodamin B, dan Methanil Yellow). Dari tiga puluh enam (36) sampel yang diuji masih 

ditemukan tiga (3) sampel mengandung formalin dan boraks. Pedagang yang menjual 

pangan yang mengandung Bahan Berbahaya langsung diberikan pembinaan oleh Lurah 

dan pihak Puskesmas. Kunjungan dilanjutkan ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak 

(RPTRA) Amiterdam yang telah diresmikan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2015.  Dalam kunjungan tersebut diberikan arahan ke 

petugas RPTRA untuk meningkatkan pemberian informasi terkait keamanan pangan 

mengingat lokasi RPTRA Amiterdam yang sangat strategis. 
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20. BBPOM Di Jakarta Laksanakan Penutupan Apotek Rakyat 

Permenkes No. 53 tahun 2016 tentang 

pencabutan Permenkes 

No.284/Menkes/per/III/2007 tentang 

apotek rakyat maka izin apotek rakyat 

dinyatakan tidak berlaku. BBPOM di 

Jakarta berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi DKI  jakarta dan 

Suku Dinas kesehatan di lima Wilayah 

Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan 

sosialisasi dan Pembinaan terhadap 

apotek rakyat terkait Permenkes No. 53 tahun 2016 tersebut di atas. Tanggal 17 Mei 

2017 merupakan batas akhir penyesuaian izin. BBPOM di Jakarta bersama tim Dinkes 

dan Sudinkes melakukan Pemeriksaan pada 4 apotek rakyat yang belum menyesuaikan 

izin di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pada saat pemeriksaan didapati 

bahwa ybs memang belum mengurus izin baru, sehingga komoditi Obat keras, bebas 

dan terbatas. Produk diamankan di tempat dan  dititipkan pada pemilik sarana dengan 

disegel lembar ñDalam pengawasan BBPOM di Jakartaò 

 

21. Pengawasan Pangan dan Kosmetik Terpadu 

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2018, 

Balai Besar POM di Jakarta bersama 

Sudinkes Kota Administrasi Jakarta 

Selatan dan Polres Jakarta Selatan 

turun bersama dalam rangka 

intensifikasi pengawasan peredaran 

produk pangan di swalayan Carrefour 

Mall Kota Kasablanka pada hari Rabu 

tanggal 21 Desember 2017. Hasil 

pelaksanaan pengawasan di Carrefour Mall Kota Kasablanka masih ditemukan pangan 

Tanpa Izin Edar (TIE).  Untuk temuan produk pangan dan kosmetika TIE dilakukan 

pengamanan produk dan untuk produk pangan rusak serta kedaluwarsa dilakukan 

pemusnahan ditempat dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM di Jakarta. 
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22. Operasi Terpadu Penindakan Pelaku Usaha Obat-Obat Ilegal 

Balai Besar POM Jakarta dan lintas 

sektor seperti Kepolisian, Bea Cukai, 

Pomdam Jaya, berkomitmen untuk 

secara terpadu melakukan 

pemberantasan penyalahgunaan Obat. 

Sebagaimana yang disampaikan dalam 

Press Release Hasil Operasi Obat dan 

Bahan Berbahaya pada hari Rabu, 

tanggal 20 September 2017, bertempat di Ditreskrim Narkoba Polda Metro Jaya. 

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya beserta Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan 

operasi terhadap Apotek, Toko Obat dan Warung untuk mencegah jatuhnya korban 

akibat penyalahgunaan obat-obatan secara illegal dalam kurun waktu 13 ï 18 

September 2017; dan menemukan barang bukti puluhan ribu butir Tramadol serta 

Hexymer; serta ratusan butir psikotropika. Disamping menyita beberapa obat keras juga 

dilakukan penyitaan terhadap beberapa jenis obat yang sudah kadaluwarsa, seperti 

Clobazam, Kemoren, Amoxilin, Besylate, Piroxicam, Cefadroxil, Faxiden, Glibencamide, 

Amlodipine, Cetirizine HCl, Erphaflam, Eltazon Prednisone, Katidic, Metamizole Sodium, 

Gratheos. Dalam operasi tersebut Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Petugas Balai 

besar POM di Jakarta juga melakukan penahanan terhadap tersangka di masing ï 

masing Polres yang sesuai dengan TKP yang  menggunakan modus operandi menjual 

bebas di apotek dan toko obat tanpa izin edar dan resep dokter; dan akan di proses 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

23. Sinergitas Lintas Sektor tingkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan 

Makanan 

Dalam upaya meningkatkan  pengawasan Obat 

dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta dan 

sebagai Tindak Lanjut dari Perjanjian 

Kerjasama (PKS) antara Balai Besar POM di 

Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta tentang Pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Maret 2017 bertempat di 

gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, diselenggarakan Forum Group Discussion (FGD) 

Pemantapan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan diikuti oleh jajaran 

SKPD Pemerintah Provinsi dan Kota Administrasi di DKI Jakarta, antara lain lain Biro 



 

xxviii 
 

LAPORAN KINERJA 
BBPOM DI JAKARTA 
TAHUN 2017 

Kesejahteraan Sosial, Biro Perekonomian, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan 

UMKMP, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan PD Pasar Jaya 

24. GLP Assesment  

Dalam rangka mengkonfirmasi 

pemenuhan terhadap standar 

kompetensi personil, ruang lingkup dan 

peralatan yang ditetapkan oleh PPOMN, 

pada tanggal 16 dan 18 Oktober 2017, 

Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Jakarta menerima Tim 

PPOMN yang terdiri dari Ibu Aty 

Setiawati, M.Si, Apt dan Ibu Nur Aini, S.Si, MSc. Dalam opening meeting, Kepala 

BBPOM di Jakarta Ibu Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes. menyatakan bahwa BBPOM di 

Jakarta telah siap untuk diaudit. Evaluasi selama 2 (dua) hari oleh Tim PPOMN 

mencakup aspek pemenuhan laboratorium terhadap standar ruang lingkup pengujian, 

standar peralatan, dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh PPOMN. Total 

persentase rata-rata pemenuhan Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Jakarta 

untuk ketiga aspek tersebut adalah 80.4%. Angka ini telah melampaui standar minimal 

persentase pemenuhan standar yang ditetapkan yaitu 75%. 

 

Untuk menciptakan Balai Besar POM yang bersih akuntabel transparan dan 

berkomitmen mengawal reformasi birokrasi maka selama tahun 2017 dilakukan 

kegiatan berikut : 

1. Penandatanganan Pakta Integritas Asosiasi, Ikatan Profesi, Pelaku Usaha Sarana 

Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di DKI Jakarta 

 
Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan 

sasaran Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi 

yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang 

efektif dan efisien, serta birokrasi yang 

memiliki pelayanan publik berkualitas, 

Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen 

untuk membangun zona integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 
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Bertempat di Balai Besar POM di Jakarta, tanggal 17 Januari 2017, diselenggarakan 

Penandatanganan Pakta Integritas dengan Asosiasi antara lain Perkosmi DKI Jaya, GP 

Jamu DKI Jakarta, Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (Gapota), GAPMMI 

DKI Jakarta, Ikatan Profesi antara lain Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) serta pelaku usaha 

sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan  Provinsi DKI Jakarta. 

2. Penyematan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 

Balai Besar POM di Jakarta 

mengadakan apel pagi di 

halaman kantor pada tanggal 17 

Februari 2017 . Dalam 

kesempatan apel pagi tersebut, 

Kepala Balai Besar POM di 

Jakarta menyematkan 

penganugrahan tanda 

kehormatan Satya Lancana 

Karya Satya dari Presiden RI 

yang diberikan kepada pegawai yang telah mengabdi dan bekerja dengan 

baik  sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30, 20, dan 10 tahun.  

 

3. Kami BBPOM di Jakarta, Kami Pancasila 

Dalam rangka Pekan Pancasila 

dilaksanakan Sosialisasi tentang 

nilai-nilai Pancasila dan motivasi 

terhadap karyawan  dalam 

kebhinekaan demi peningkatan 

kinerja. Kegiatan ini dilakukan di 

ruang rapat Balai Besar POM di 

Jakarta yang diikuti oleh 50 orang 

peserta terdiri dari pejabat struktural 

dan perwakilan semua bidang. Narasumber kegiatan ini adalah  Kepala Balai Besar 

POM di Jakarta Ibu Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes dan Bapak Nyoman Indra 

Permana. Diharapkan dengan acara sosialisasi ini mengingatkan kembali tentang 

penerapan Pancasila dan perbedaan yang ada tidak menimbulkan perpecahan tetapi 

mampu menghasilkan kinerja baik dalam melindungi masyarakat 
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4. Peningkatan Kompetensi Pegawai Di Lingkungan BBPOM Jakarta 

Demi mewujudkan salah satu 

perwujudan misi Badan POM yaitu 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 

maka Balai Besar POM di Jakarta 

mengadakan kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Pegawai Dalam Rangka 

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 

Publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 5 - 6 Oktober 2017 di 

Kinasih Resort and Convention Centre. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN di 

lingkungan Balai Besar POM di Jakarta dan mentor dari Quantum Awareness 

Healing. Dalam kesempatan ini peserta diberikan keterampilan untuk mengelola 

stress dan emosi sehingga tidak berpengaruh pada kinerja di kantor maupun 

kesehatan masing ï masing pegawai. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan 

kinerja dari pegawai karena terkelolanya stress dan emosi dengan baik. Tingginya 

tuntutan masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Jakarta akan senantiasa 

diakomodir dengan peningkatan kompetensi pegawai guna memberikan pelayanan 

publik yang terbaik bagi masyarakat. 

 

5. Mentality Management dalam Membangun Etos Kerja 

Revolusi Mental merupakan hal yang 

harus dilaksanakan pada semua institusi 

sesuai arahan Presiden Republik 

Indonesia. Revolusi Mental Perlu 

dilakukan termasuk dalam membangun 

etos kerja. Untuk mewujudkan hal 

tersebut di Balai Besar POM di Jakarta 

diadakan Pelatihan sehari Mentality Management bekerjasama denganTalenta 

Group dengan motivator Syamsul Bahri, S.Sos, MBA, MM pada tanggal 20 

Desember 2017. 

Mentality Management ini diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM 

dalam membentuk personel yang bernilai dan selalu berbagi, bekerja dengan hati, 
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membangun keyakinan diri dan selalu bersikap positif untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

6. Pemeriksaan Urine Bebas Narkoba 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah abdi masyarakat yang berperilaku baik dan tidak 

menggunakan narkoba. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia  No.50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Lingkungan Instansi 

Pemerintah sebanyak 126 (seratus 

dua puluh enam) pegawai, yang 

terdiri dari : ASN, PPPK dan Sekuriti 

mengikuti tes urine yang dilakukan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi 

(BNNP) DKI Jakarta. Tes ini sebagai 

langkah antisipasi dini penyalahgunaan narkoba dikalangan pegawai BBPOM di 

Jakarta. Pemeriksaan Urine dilakukan secara mendadak pada Jumat, 8 Desember 

2017 pukul 14.00 WIB ï 17.00 WIB oleh 11 (sebelas) petugas dari BNNP Provinsi 

DKI Jakarta dengan peralatan uji dari BNNP Provinsi DKI Jakarta. Adapun sebelum 

mengambil sampel urine, petugas BNN memberi pengarahan tentang pemeriksaan 

urine tersebut dan dilakukan konsultasi antara petugas dan pegawai. Hasil yang 

didapat seluruh sampel urine pegawai yang diuji dinyatakan Negatif Narkoba. 

 

7. The Art of Communication Training 

Cara berkomunikasi yang baik 

merupakan salah satu kunci 

keberhasilan manajemen 

organisasi.  Kepala BBPOM di 

Jakarta Dra. Dewi Prawitasari., 

Apt., M. Kes memahami bahwa 

penguasaan komunikasi 

merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh pegawai BBPOM di Jakarta. 

Oleh karenanya diselenggarakan pelatihan óThe Art of Communication Trainingô 

dengan narasumber dari John Robert Powers pada tanggal 5 Desember 2017 yang 

diikuti oleh pegawai dari masing masing bidang dan frontliner yang berhubungan 
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langsung dengan pelanggan. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan 

communication skill agar informasi yang disampaikan dapat diterima sesuai maksud 

dan tujuan yang diinginkan.  

 

Inovasi yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam manajemen kerja 

adalah : 

1. Penangkalan di Tapal Batas 

Untuk peningkatan efktifitas pengawasan dilakukan inovasi Penangkalan di Tapal 

Batas yang merupakan Kerjasama Border Inspection antara BBPOM di Jakarta 

dengan Kanwil Bea dan Cukai Jakarta. Tujuannya adalah Untuk menangkal dan 

mengurangi masuknya Produk-produk obat dan makanan impor Ilegal ke Post Border 

2. Peningkatan Efektiiftas Layanan Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat 

dan Makanan melalui Pedoman untuk Petugas dalam Mengevaluasi Kelengkapan 

Permohonan Sertifikasi 

Inovasi ini untuk meningkatkan pemahaman petugas pelayanan tentang validitas 

dokumen permohonan sertifikasi, terselenggaranya pelayanan penerbitan 

rekomendasi perizinan sesuai ketentuan.   

3. Menekan Angka Penggunaan Bahan Berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B, 

Methanil Yellow) dengan Cara Meningkatkan Kompetensi Petugas Pasar dalam 

Jangka Waktu Satu Tahun (2018) di Pasar Aman (Pasar Cibubur, Mayestik, Tebet, 

Johar Baru, Koja Baru dan Pasar Grogol) 

Tujuan dari inovasi ini adalah Menurunkan angka penggunaan bahan berbahaya 

Formalin, Boraks, Rhodamin B, Methanil Yellow dan terciptanya pasar aman demi 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar 

4. Percepatan Penyelesaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) Temuan 

Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Napza di Wilayah Provinsi DKI 

Jakarta 

Inovasi ini dilakukan dalam mempercepat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan 

Penyelesaian CAPA 

5. Meningkatkan Jumlah Pelaporan Hasil Pengujian melalui SIPT 

 Tujuan inovasi adalah untuk memperoleh solusi untuk meningkatkan jumlah pelaporan 

hasil pengujian melalui SIPT dalam pengawasan produk yang beredar di wilayah kerja 

Balai Besar POM di Jakarta. 
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1.1. Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan institusi pengawas di 

bidang Obat dan Makanan di wilayah propinsi DKI Jakarta mempunyai kegiatan 

sebagai berikut : 

ñMelaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, 

keamanan pangan dan bahan berbahayaò 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Balai Besar POM di Jakarta adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu 

produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, 

kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya. 

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk 

secara mikrobiologi 

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi 

5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum 

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan POM 

7. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi konsumen 

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian Obat dan Makanan 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan. 

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai bidang 

tugasnya. 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan di Jakarta pada tahun 2017 sesuai Rencana Strategis Balai Besar 

POM di Jakarta 2015-2019 adalah sebagai berikut : 

1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetika, napza, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya 

PENDAHULUAN 
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2. Audit Sarana dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi halal, Surveilan 

3. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

4. Peningkatan Kompetensi Petugas Inspektur 

5. Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan 

6. Peningkatan Kemampuan Fungsi/Kapasitas/Teknis Laboratorium 

7. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja 

di Bidang Pengujian Laboratorium 

8. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Pengujian Laboratorium 

9. Penyidikan dan Penyelidikan 

10. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja 

di Bidang Penyidikan 

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan 

Makanan 

12. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja 

di Bidang Manajerial 

13. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen 

Evaluasi 

14. Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan 

Kebijakan Teknis  Kepegawaian 

15. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Manajerial 

16. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja 

di Bidang Layanan Informasi dan Pengaduan 

17. Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ 

Penyuluhan 

18. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Layanan Informasi dan 

Pengaduan 

19. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

20. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 
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1.2. Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi 

Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, 

dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, 

obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen. 

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di 

bidang pangan, dan bahan berbahaya. 

 

Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan 

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi. 

 

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan 

sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus 

pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan 

berbahaya. 

 

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan 

makanan; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan 

sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan di bidang produk 

terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, dan 

produk komplemen; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya; 

d. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum; dan 

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan 

makanan 

 

(1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, 

pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi 

produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, 

produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya. 

(2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus 

pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan 

berbahaya. 

 

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan 

layanan informasi konsumen. 

 

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi 

konsumen; 

b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu; 

c. Pelaksanaan layanan informasi konsumen; dan 
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d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi 

konsumen. 

(1) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana 

produksi dan distribusi tertentu. 

(2) Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan 

informasi konsumen. 

 

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi di lingkungan Balai Besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

LAPORAN KINERJA 
BBPOM DI JAKARTA 
TAHUN 2017 

1.3. Aspek Strategis Organisasi 

 Aspek strategis di Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan 

pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung 

pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta aspek strategis dalam 

mendukung tugas dan fungsi instansi terkait atau peran terhadap perlindungan 

masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.3.1. Hilirisasi hasil penelitian dan kebijakan pemerintah kepada pelaku UKM 

obat dan makanan dalam peningkatan daya saing 

Indonesia sangat kaya dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh 

banyak peneliti di Indonesia. Baik itu peneliti yang ada di masing-masing 

instansi maupun peneliti di perguruan tinggi. Hasil-hasil penelitian ini 

sebenarnya banyak yang bisa digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan 

daya saing produk yang di hasilkan. Sayangnya belum banyak dari hasil 

penelitian ini yang termanfaatkan. 

Hal ini menjadi salah satu aspek strategis karena dengan pemanfaatan hasil-

hasil penelitian ini untuk masyarakat melalui peran Instansi Pemerintah 

seperti BBPOM di Jakarta akan meningkatkan daya saing produk UMKM kita. 

Hasil Penelitian yang tepat guna misalnya tentang penggunaan bahan 

tambahan pangan yang bias berfungsi seperti boraks dan tidak berbahaya 

jika dimanfaatkan pada industry kecil dan para penjaja makanan siap saji 

akan menghilangkan penggunaan bahan berbahaya boraks pada makanan. 

Hilirisasi kebijakan pemerintah juga akan meningkatkan daya saing dalam 

negeri sehingga masyarakat banyak menikmati hasil dari kinerja pemerintah 

dengan lebih tepat guna. 

1.3.2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional 

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan pusat 

perdagangan nasional mempunyai banyak tantangan dalam pengawasan 

obat dan makanan. Kompleksnya permasalahan di ibukota termasuk dalam 

distribusi obat dan makanan.  

Masuknya produk perdagangan bebas merupakan persoalan krusial yang 

perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia 

telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang 
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belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, 

masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam 

mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. 

Tanggung jawab yang besar pada pelaku usaha terhadap mutu dan 

keamanan produknya inilah yang membuat banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab sehingga semakin 

banyak beredar produk kosmetik Illegal dan mengandung Bahan Berbahaya. 

Selain itu masa peralihan sistem pendaftaran produk dengan sistem notifikasi 

serta pembaharuan izin produksi kosmetik banyak disalahgunakan oleh 

pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tersebut. 

Balai Besar POM di Jakarta memberikan perhatian besar untuk hal ini dengan  

telah melakukan operasi gabungan terhadap distribusi kosmetik di wilayah 

Asemka, Pasar Pagi Mangga Dua, Jatinegara dan beberapa wilayah lainnya 

yang merupakan pusat distribusi kosmetik yang peredarannya ke seluruh 

Indonesia. 

Banyaknya permintaan msyarakat terhadap item obat dan makanan tertentu 

yang harganya mahal dan sangat laku dipasaran menarik perhatian para 

pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga ditemukan obat dan 

makanan ilegal di sarana resmi seperti apotek. Hal ini membuat Balai Besar 

POM di Jakarta harus lebih intensif lagi melakukan pengawasan di peredaran 

seperti apotek, toko obat ataupun PBF. 

Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari benang merah pelaku 

pemalsuan tersebut sehingga produk palsu tidak ada lagi dan tidak beredar 

baik di saran resmi maupun lainnya.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa membuat 

sistem peredaran obat dan makanan semakin beraneka ragam. Diantaranya 

adalah peredaran obat dan makanan lewat internet. Alamat distributor dan 

penjual yang sulit ditelusuri karena sistem penjualan on line. Kesulitan untuk 

penelusuran mengharuskan Balai POM di Jakarta harus memperketat sitem 

pengawasan yang dilakukan. Investigasi yang terus menerus dan 

memperkaya tekhnik investigasi harus semakin sering dilakukan. Selain itu 

penelusuran lewat jasa pengiriman harus lebih intensif. 
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1.3.3. Program OK OCE (One Kecamatan One Centre for Enterpreneurship) 

Apa itu program OK OCE? OK OCE adalah Singkatan One Kecamatan One 

Centre Enterpreneurship. Salah satu Program mencetak wirausaha baru di 

DKI Jakarta agar dapat menjadi benchmark di daerah lain. Program OK OCE 

ini ditujukan untuk mengubah dan memihak kepada pengusaha UMKM dan 

pengusaha baru. 

Adapun fakus program tersebut menyasar pada 5 (lima) hal sebagai berikut : 

1. Pemberian modal dan pendampingan usaha 

2. Pembangunan SDM melalui mentoring oleh pengusaha sukses 

3. Garansi inovasi bekerjasama dengan swasta 

4. Lulusan SMK dapat langsung kerja 

5. Kredit Khusus untuk ibu-ibu 

Dengan adanya program OKEOCE ini memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk meningkatkan daya saing. Disinilah peran Balai Besar 

POM di Jakarta untuk secara konsisten melakukan pembinaan cara produksi 

dan distribusi yang baik bagi pelaku usaha obat dan makanan. Balai Besar 

POM di Jakarta harus memastikan untuk usaha yang dibuat melalui program 

OK OCE tidak menggunakan bahan berbahaya. Pembinaan kepada PKK dan 

pemberdayaan ibu-ibu sebagai tulang punggung Pendidikan anak untuk masa 

depan harus semakin ditingkatkan apalagi ibu-ibu sudah diberi fasilitas kredit 

khusus melalui program OK OCE. 

1.3.4. Mall Pelayanan Publik 

Mall Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas 

penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat 

maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah dan Swasta untuk menyediakan pelayanan yang cepat, 

mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Di wilayah DKI Jakarta telah 

diresmikan Mall Pelayanan Publik oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful 

Hidayat pada tanggal 12 Oktober 2017 yang melayani 328 jenis pelayanan. 

Adanya Mall Pelayanan Publik merupakan aspek strategis bagi BBPOM di 

Jakarta karena sudah waktunya pelayanan publik yang diberikan BBPOM di 

Jakarta terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik. 
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1.3.5. Posisi strategis pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM 

di Jakarta dalam meningkatkan daya saing 

Jakarta sebagai ibukota negara memiliki posisi strategis dalam pengawasan 

obat dan makanan. Tidak hanya sebagai ibukota negara tetapi juga sebagai 

pusat perdagangan nasional. 

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama pemasukan barang di 

Indonesia menjadi tempat pemasukan utama terhadap impor produk obat dan 

makanan. Meskipun pengawasan pemasukan barang di pelabuhan telah 

diperketat namun masih bayak produk obat dan makanan Illegal yang masuk 

ke wilayah Jakarta. Untuk itu pengawasan secara intensif lebih ditingkatkan 

utuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya wilayah DKI 

Jakarta. 

Posis strategis Pengawasan Obat dan makanan oleh Balai Besar POM di 

Jakarta akan meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha mikro dan 

menengah. Semakin konsisten pengawasan dan dengan semangat terus 

memberikan solusi kepada pelaku usaha obat dan makanan dalam 

menjalankan usahanya memproduksi dan mendistribusikan obat dan 

makanan akan meningkatkan daya saing produk yang diproduksi. 

 

1.3.6. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 

Balai Besar POM di Jakarta merupakan penyelenggara subsistem sediaan 

farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek 

keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar 

serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut 

dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh BPOM.  

Beberapa upaya tersebut di atas, telah dilakukan oleh Balai Besar POM di 

Jakarta dan ke depan harus lebih ditingkatkan melalui pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian secara profesional, bertanggungjawab, 

independen, transparan dan berbasis bukti ilmiah, sesuai dengan amanat 

dalam SKN.  
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Yang terkait dengan Balai Besar POM di Jakarta yaitu pengawasan Obat 

mulai importasi hingga jalur produksi, distribusi hingga pelayanan kesehatan 

dasar terhadap mutu,  keamanan dan khasiat.   

1.3.7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem JAminan 

Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan 

mekanisme asuransi kesehatan social yang bersifat wajib (mandatory) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 

dibayar oleh Pemerintah. 

Dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan 

konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya demand Obat akan 

mendorong banyak industri farmasi melakukan peningkatan kapasitas 

produksi. Untuk meningkatkan pengawasan post market obat, Balai Besar 

POM di Jakarta melakukan kerja sama dalam melakukan sampling dengan 

berbagai dinas terkait. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan 

kapabilitas laboratorium pengujian Balai Besar POM di Jakarta harus terus 

diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi 

SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), 

serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja. 

1.3.8. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk 

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk 

tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa 

(sebesar 1,49% per tahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, 

diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 

450 juta jiwa. 

Tahun Jumlah Penduduk 

2000 8347100 

2010 9607800 

2011 9752100 

2012 9862100 

2013 9969900 
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2014 10075300 

2016 10277628 

2017 10374235 

 

 

Gambar 1.2 Profil Jumlah Penduduk DKI Jakarta tahun 2000, 2010-2017 

Dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk 

Indonesia, maka permintaan terhadap Obat dan Makanan juga akan semakin 

meningkat, sehingga penawaran dari Obat dan Makanan juga akan 

meningkat. Potensi pasar yang besar membuat para produsen Obat dan 

Makanan baik lokal maupun internasional semakin meningkatkan volume 

produksi maupun variasinya. Bertambahnya jumlah volume produksi dan 

variasi Obat dan Makanan ini tentunya menuntut semakin besarnya peran 

Balai Besar POM di Jakarta dalam proses penilaian dan pengawasannya. 

Kurangnya pemenuhan GMP oleh produsen dalam memproduksi Obat dan 

Makanan menjadi tantangan Balai Besar POM di Jakarta dalam melakukan  

pengawasan dan pembinaan. 

Di samping menyiapkan pemanfaatan Bonus Demografi, juga sudah harus 

mulai dipikirkan permasalahan-permasalahan yang timbul pasca berakhirnya 

masa Bonus Demografi, dimana jumlah lansia meningkat. 

1.3.9. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Provinsi DKI Jakarta memiliki keunikan desentralisasi jika dibandingkan 

dengan provinsi yang lain dimana Gubernur memiliki kewenangan yang 

penuh dalam membuat kebijakan pemerintahan, sementara walikota hanya 
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bertugas sebagai pelaksana kebijakan Gubernur. Hal ini memiliki kelebihan 

dan kekurangan bagi Balai Besar POM di Jakarta. Peluang positif dapat 

diperoleh oleh BBPOM di Jakarta apabila dapat bekerjasama dengan baik 

dengan pemerintah provinsi (Gubernur) sehingga kebijakan Gubernur akan 

mendukung pengawasan obat dan makanan. Dengan dukungan dari 

Gubernur tersebut maka perangkat pemerintah ditingkat bawah akan 

mengikuti kebijakan Gubernur sehingga akan lebih mudah bagi BBPOM di 

Jakarta untuk bekerjasama dalam program pengawasan obat dan makanan. 

Sebaliknya apabila Gubernur tidak mendukung pada program pengawasan 

obat dan makanan, maka akan sulit menjalin kerjasama ditingkat 

pemerintahan yang lebih rendah. Untuk itu, BBPOM di Jakarta harus mampu 

menjalin kerjasama yang baik dengan Gubernur DKI Jakarta untuk 

meningkatkan pengawasan obat dan makanan di provinsi DKI Jakarta. 

1.3.10. Perkembangan Teknologi Informasi 

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM 

untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan 

akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, 

teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren 

pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, yang juga 

perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. 

BBPOM di Jakarta telah melakukan pelayanan online untuk pengujian sampel 

pihak ketiga.  

1.3.11. Jejaring Kerja 

Balai Besar POM di Jakarta menyadari dalam pengawasan Obat dan 

Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di 

Jakarta mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Jaringan 

yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas Balai 

Besar POM di Jakarta maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring 

kerja yang sudah dimiliki Balai Besar POM di Jakarta yaitu Jejaring 

Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pengawasan Barang Beredar.  



 

13 
 

LAPORAN KINERJA 
BBPOM DI JAKARTA 
TAHUN 2017 

1.3.12. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

a. Penataan Tatalaksana 

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM 

berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang 

berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan 

pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku 

kepentingan. Komitmen BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem 

mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan 

dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management Sistem ISO 

9001:2015; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005;  

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil 

evaluasi KemenPAN-RB tahun 2014 memperoleh nilai B.  

Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP 

menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja 

BPOM. Namun, BPOM masih perlu melakukan penyempurnaan dalam 

penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam 

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab 

ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi 

pengawasan, BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

terhadap opini laporan keuangan BPOM dari BPK.  

c. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar 

POM di Jakarta, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas 

pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta 

serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. 

Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta antara lain 

melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pengendalian_Intern_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pengendalian_Intern_Pemerintah
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implementasi whistle-blowing sistem, penanganan benturan kepentingan, 

pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pendayagunaan Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam perencanaan dan 

penganggaran. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang 

dilakukan Balai Besar POM di Jakarta tersebut masih perlu dievaluasi agar 

dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan 

adalah penguatan peran APIP dan unit pengawas fungsional (Inspektorat) 

sebagai internal-consultant yang melaksanakan fungsi pembinaan, penataan, 

pengawasan, dan pentaatan dengan dukungan SDM yang memadai secara 

kualitas dan kuantitas serta berfokus pada pemeriksaan kinerja berbasis risiko 

untuk mencegah potensi kesalahan yang mengganggu efektivitas pencapaian 

sasaran organisasi dan dapat menimbulkan kerugian negara. 

d. Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis 

dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan 

budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai 

dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam 

melakukan perubahan, BPOM telah membentuk agent of change sebagai role 

model serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan 

yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai 

BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling 

utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka 

pelaksanaan RB. 

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum 

dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 



 

15 
 

LAPORAN KINERJA 
BBPOM DI JAKARTA 
TAHUN 2017 

KEKUATAN KELEMAHAN 

V Kompetensi ASN BBPOM di Jakarta 
yang memadai dalam mendukung 
pelaksanaan tugas 

V Integritas Pelayanan Publik yang diakui 
secara nasional 

V Networking yang kuat dengan lembaga-
lembaga pusat/daerah 

V Pedoman Pengawasan yang jelas 
V Komitmen Pimpinan yang jelas 
V Sistem pengawasan yang komprehensif 

 

V Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak 
strategis 

V Integrasi beberapa sistem mutu belum 
efisien 

V Pemenuhan Timeline Tindak Lanjut 
Pengawasan dan Pengujian belum 
optimal 

V Payung hukum Pengawasan Obat dan 
Makanan belum memadai 

V ASN masih memerlukan peningkatan 
kompetensi tertentu 

V Sarana prasarana belum optimal 
V Dukungan IT masih kurang 

PELUANG TANTANGAN 

V Jakarta sebagai ibukota negara 
Republik Indonesia  

V Adanya program Nasional (JKN dan 
SKN) 

V Perkembangan Teknologi Informasi 
yang sangat cepat  sebagai sarana 
KIE  

V Tingginya laju pertumbuhan 
penduduk sehingga meningkatkan 
kebutuhan obat dan makanan 

V Dukungan Pemda dalam bentuk 
MoU, Perjanjian Kerjasama dan 
INGUB terkait pengawasan dan 
pembinaan obat dan makanan 

V Otonomi daerah di provinsi DKI 
Jakarta yang tersentralisasi di 
pemerintah Provinsi 

V Menguatnya kewenangan 
pengawasan obat dan makanan 
sesuai peraturan terbaru 

V Rasio SDM usia produktif lebih besar 

V Peredaran obat dan makanan ilegal 
V Semakin maraknya penjualan obat dan 

makanan online 
V Lemahnya penegakan hukum 
V Peningkatan penggunaan produk-produk 

lifestyle 
V Perkembangan jumlah penduduk yang 

sangat pesat 
V Pasar Global dan perdagangan bebas 
V Peningkatan daya saing pelaku usaha 
V Peningkatan jumlah sarana Produksi dan 

distribusi obat dan makanan 
V Modus pelanggaran semakin kompleks 
V Tuntutan percepatan pelayanan public 
V Meningkatnya penyebaran informasi 

hoax terkait obat dan makanan 
 

Tabel 1.1. Rangkuman Analisis SWOT 

 

1.4. Analisis Lingkungan Strategis 

LINGKUNGAN INTERNAL 

Sejak 1 Januari 2013, Balai Besar POM di Jakarta telah menempati gedung di Jl. 

Asyafiiyah No. 133 Cilangkap ï Jakarta Timur. 

 Saat ini Balai Besar POM di Jakarta yang bertipe A, memiliki sarana 

sebagai berikut : 

A. Luas Tanah    : 2.750,00 m2 

B. Luas Bangunan   : 2.404 m2 
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C. Status Kepemilikan Tanah : Pemerintah RI cq Badan POM RI 

D. Rumah Dinas   : Tidak ada 

E. Penerangan   :  

1. PLN   : 515 KVA (220V) 

2. Generator  : 635 KVA / 635 KW 

F. Sarana Komunikasi  : 

-  Nomor Telepon  : (021) 84304048 / 46 

- Nomor Faximil   : (021) 84304047 / 49 

-  Alamat e-mail   : bpom_jakarta@pom.go.id /  

                     bbpomjkt@gmail.com 

- Facebook   : BBPOM Jakarta 

- Twitter    : @BPOMJakarta 

- Instagram   : @bpomjakarta 

G. Sumber air   : Sumur Bor 

H. Kendaraan (Layak Pakai) :  4 kendaraan roda 2  

 12 kendaraan operasional roda 4  

I. Sumber Daya Manusia (jumlah menurut usia, unit kerja, dan strata 

pendidikan) Sumber daya manusia atau jumlah pegawai yang ada di 

Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2017 adalah sebanyak total 

102 pegawai dengan rincian dapat dilihat di tabel 9 dan 10. 

Perbandingan jumlah pegawai di Balai Besar POM di Jakarta sejak 

tahun 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Gambar 1.5. Pendidikan Pegawai BBPOM di Jakarta 

 

 

Gambar 1.6. Jumlah PFM Pegawai BBPOM di Jakarta 
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LINGKUNGAN EKSTERNAL 

I. Data Umum Wilayah Kerja 

A. Luas wilayah kerja (km2) 

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007 

Tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan dan Surat Edaran Kepala Badan POM No. OT.01.01.21.3724 

tanggal 14 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 

HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua atas Surat 

Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM, maka cakupan wilayah 

kerja Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut : 

1.  Cakupan Wilayah DKI Jakarta tahun 2016(1) 

a. Luas wilayah Jakarta Pusat =   48,13 Km2 

b. Luas wilayah Jakarta Barat  = 129,54 Km2 

c.  Luas wilayah Jakarta Timur  = 188,03 Km2 

d.  Luas wilayah Jakarta Utara  = 146,66 Km2 

e.  Luas wilayah Jakarta Selatan  = 141,27 Km2 

f.   Luas wilayah Adm. Kab. Kepulauan Seribu  =     8,70 Km2 

Total luas wilayah DKI Jakarta  = 662,33 Km2 
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Gambar 1.7. Luas Wilayah DKI Jakarta 

B. Jumlah Kabupaten / kota 

Cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari wilayah Administrasi 

Provinsi DKI Jakarta. Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) 

wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan 

Seribu. 

C. Pola transportasi  BBPOM di Jakarta ke wilayah kerja 

Umumnya transpor yang digunakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 

adalah melalui darat menggunakan kendaraan dinas, kendaraan umum atau 

kendaraan pribadi.  

Pola transportasi Balai Besar POM di Jakarta kewilayah kerja dapat dirinci sebagai 

berikut : 

a. Melalui darat  : 99,00 % 

b. Melalui laut    :  1,00 % 

D. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja 

Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memberikan dampak yang pesat 

terhadap pertumbuhan ekonomi di bidang jasa dan perdagangan yang menyebabkan 

banyaknya jumlah penduduk pendatang sehingga jumlah kendaraan yang ada juga 

relatif lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya prasarana jalan yang ada, hal ini 

sering terjadi kemacetan lalu lintas pada saat hari kerja. 
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Lama waktu perjalanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dapat dirinci 

sebagai berikut : 

Rata ï rata   :   1,5  jam 

Paling lama  :   4,0 jam 

Paling singkat  :   0,5 jam 

E. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja 

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan di satu wilayah 

kerja Balai Besar POM di Jakarta dapat dirinci sebagai berikut: 

Rata ï rata   :  8,0 jam 

Paling lama  :  3,0 hari 

Paling singkat  :  0,5 jam 

II. Data Demografi 

A. Jumlah dan persentase penduduk perempuan menurut kabupaten/kota 

Jumlah penduduk yang terdapat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 

tahun 2017 adalah sebagai berikut :(1) 

a. Kabupaten Adm Kepulauan Seribu =  23.826 jiwa 

b. Kota Administrasi Jakarta Selatan  =  2.221.795 jiwa 

c. Kota Administrasi Jakarta Timur  =  2.886.804 jiwa 

d. Kota Administrasi Jakarta Pusat  =  920.448 jiwa 

e. Kota Administrasi Jakarta Barat  =  2.520.019  jiwa 

f. Kota Administrasi Jakarta Utara  =  1.777.131 jiwa 

Total jumlah penduduk perempuan DKI Jakarta =  10.350.023 jiwa 
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               Gambar 1.8. Piramida Penduduk DKI Jakarta Tahun 2017 

Secara umum berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk 

menurut golongan umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan cenderung 

lebih banyak yang berumur antara 25 sampai dengan 29, sedangkan jumlah penduduk 

laki-laki lebih banyak berumur 30 sampai dengan 35. 

B. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten/kota 

Laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten/kota menunjukkan 

peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa di setiap kab/kotamadya 

mengalami peningkatan jumlah penduduk.  

Kabupaten/kota 

Penduduk 
Laju 

Pertumbuhan 
Kepadatan 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Kepulauan Seribu 23.616 23.897 1,18 1,19 2.714 2.747 

Jakarta Selatan 2.206.732 2.226.830 0,96 0,91 15.621 15.763 

Jakarta Timur 2.868.910 2.892.783 0,88 0,83 15.258 15.385 

Jakarta Pusat 917.754 921.344 0,39 0,39 19.068 19.143 

Jakarta Barat 2.496.002 2.528.065 1,32 1,28 19.268 19.516 

Jakarta Utara 1.764.614 1.781.316 0,99 0,95 12.032 12.146 

DKI JAKARTA 10.277.628 10.374.235 0,98 0,94 15.517 15.663 

Tabel 1.2. Persentase laju pertumbuhan penduduk 
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C. Status pendidikan penduduk DKI Jakarta di atas usia 10 tahun berdasarkan 

Kabupaten/kota 

Data dari BPS menunjukkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut 

status pendidikan dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta tahun 2017. 

 

Status 

Pendidikan 

Kep. 

Seribu 

Jakarta 

Selatan 

Jakarta 

Timur 

Jakarta 

Pusat 

Jakarta 

Barat 

Jakarta  

Utara 

Tidak/belum 
pernah 
sekolah 

1,53 0,43 1,01 0,59 1.04 0.97 

Masih 
Sekolah 

22,40 17,26 18,17 15,47 17,35 16,02 

SD 
Sederajat 

7,65 5,24 6,00 4,97 5,39 5,33 

SLTP 
Sederajat 

9,15 4,84 4,48 3,92 4,87 4,67 

SLTA 
Sederajat 

4,94 3,82 3,73 3,32 3,96 3,92 

D1-
Universitas 

0,66 3,35 3,96 3,26 3,13 3,29 

Tidak 
bersekolah 
lagi 

76,08 82,31 80,76 83,94 81,61 83,01 

Jumlah 100 100 100 100 100 100 

Tabel 1.3. Persentase penduduk di atas 10 tahun menurut status pendidikan 

 

D. Laju pertumbuhan pendapatan regional kapita DKI Jakarta 

Sepanjang tahun 2013-2016 pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan tren 

melambat, namun tetap tumbuh positif di atas angka pertumbuhan nasional. Pada 

semester pertama 2017, terjadi sedikit percepatan dimana ekonomi Jakarta berhasil 

tumbuh 5,96%. Sektor informasi dan komunikasi menjadi sumber pertumbuhan 

terbesar ekonomi Jakarta, sekaligus menjadi sektor dengan laju pertumbuhan paling 

tinggi pada semester pertama 2017.  
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Tahun Laju Pertumbuhan 

pendapatan regional 

2013 6,07% 

2014 5,91% 

2015 5,89% 

2016 5,85% 

2017 semester I 5,96% 

Tabel 1.4. Laju Pendapatan Regional DKI Jakarta 

III. Jumlah Sasaran Pengawasan 

Jumlah sasaran pengawasan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017 sebagai berikut : 

NAMA SARANA JUMLAH 

IND.FARMASI 37 

IND. OBAT TRADISIONAL 19 

IND. KECIL OBAT TRADISIONAL 61 

IND.KOSMETIK 86 

IND. PANGAN 82 

IND. RUMAH TANGGA PANGAN 1305 

IND. MINUMAN BERALKOHOL 2 

PBF OBAT JADI /PBF BAHAN OBAT 480 

APOTEK 2723 

TOKO OBAT 853 

RS PEMERINTAH 31 

RS SWASTA, dll 113 

DIST. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN 226 

DIST. KOSMETIK 462 

DIST.PANGAN 3217 

DIST BAHAN BERBAHAYA 29 

INSTALASI FARMASI PENYIMPANAN KOTAMADYA/PROVINSI 
(GUDANG FARMASI) 

6 

Tabel 1.5. Sasaran Pengawasan tahun 2017  
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Gambar 1.9. Peta Wilayah Sasaran Pengawasan 

 

1.5.  Isu Strategis 

Balai Besar POM di Jakarta mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan 

dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada 

masyarakat/konsumen di bidang pengawasan obat dan makanan, baik pengawasan 

sebelum dan sesudah pemasaran. Obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar 

manusia tetapi sekaligus juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan 

masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik dan benar serta disalahgunakan. 

Oleh karena itu, perlu disusun dan dilaksanakan aturan-aturan yang sejalan dengan 

Good Regulatory Practices, sehingga obat dan makanan tersebut mempunyai 

keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan di 

peredaran. 

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut, Balai Besar POM di Jakarta selalu 

menerapkan nilai budaya organisasi yang telah disepakati yaitu professional, 

integritas, kredibilitas, cepat tanggap, kerja sama tim, serta inovatif dengan tetap 

memperhatikan aspek yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan 

pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Industri OT = 24 

Industri Kosmetik = 29 

Industri Pangan = 226 

Distribusi Obat = 1179 

Distribusi OT = 43 

Distribusi Kosmetik = 129 

Distribusi Pangan = 620 

Distribusi BB = 10 

 Industri Farmasi = 1 

Industri OT = 12 

Industri Kosmetik = 3 

Industri Pangan = 172 

Distribusi Obat = 753 

Distribusi OT = 54 

Distribusi Kosmetik = 90 

Distribusi Pangan = 643 

Distribusi BB = 4 

 

Industri Farmasi = 3 

Industri OT = 5 

Industri Kosmetik = 2 

Industri Pangan = 199 

Distribusi Obat = 732 

Distribusi OT = 59 

Distribusi Kosmetik = 63 

Distribusi Pangan = 661 

Distribusi BB = 2 

 

Industri Farmasi = 30 

Industri OT = 24 

Industri Kosmetik = 30 

Industri Pangan = 342 

Distribusi Obat = 1127 

Distribusi OT = 10 

Distribusi Kosmetik = 116 

Distribusi Pangan = 657 

Distribusi BB = 6 

 

Industri Farmasi = 3 

Industri OT = 15 

Industri Kosmetik = 22 

Industri Pangan = 431 

Distribusi Obat = 742 

Distribusi OT = 60 

Distribusi Kosmetik = 64 

Distribusi Pangan = 636 

Distribusi BB = 7 

 

Industri Pangan RT = 19 

PKM = 8 

RS = 1 
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Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan strategis 

yang berada disekitarnya baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. 

Berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja antara lain : 

 

1. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) 

Penyalahgunaan obat-obatan tertentu, diantaranya Tramadol, Trihexyphenidil, 

dan Carisoprodol di kalangan remaja dan pemuda, terutama di wilayah DKI 

Jakarta, akhir ï akhir ini cukup marak ditemui. Hal ini dimungkinkan karena 

harganya yang murah dan dijual di tempat-tempat yang tidak resmi seperti toko 

obat tak berizin. Penyalahgunaan obat-obatan ini  rawan menimbulkan 

penyakit-penyakit sosial yang meresahkan masyarakat, bahkan memakan 

korban jiwa seperti tawuran antar pelajar, kebut-kebutan di jalan raya, 

pengeroyokan oleh geng motor, dan lain-lain.  

Balai Besar POM Jakarta perlu mengeratkan kerjasama dengan lintas sektor 

seperti Kepolisian, Bea Cukai, Pomdam Jaya, untuk secara terpadu melakukan 

pemberantasan penyalahgunaan Obat. 

 

2. Peredaran Obat yang diduga palsu/substandar 

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap item obat-obat tertentu yang 

harganya mahal dan sangat laku dipasaran menarik perhatian para pelaku 

usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga ditemukan obat ilegal di sarana 

resmi seperti apotek. Hal ini membuat Balai Besar POM di Jakarta harus lebih 

intensif dalam melakukan pengawasan di peredaran seperti apotek, toko obat, 

ataupun PBF. 

Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari benang merah pelaku 

pemalsuan tersebut sehingga produk palsu tidak ada lagi dan tidak beredar 

baik di sarana resmi maupun lainnya.  

 

3. Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal di Media Online  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa membuat 

sistem peredaran obat dan makanan semakin beraneka ragam,diantaranya 

adalah peredaran obat dan makanan melalui internet. Alamat distributor dan 

penjual sulit ditelusuri karena sistem penjualan online. Kesulitan dalam 

penelusuran mengharuskan Balai Besar POM di Jakarta memperketat sistem 

pengawasan yang dilakukan. Investigasi terus menerus dan memperkaya 
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teknik investigasi harus semakin sering dilakukan. Selain itu penelusuran 

melalui jasa pengiriman harus lebih intensif. 

 

4. Peredaran Produk Pangan Ilegal  

Peredaran produk pangan ilegal di wilayah DKI Jakarta masih ditemukan 

terutama saat menjelang hari raya dan akhir tahun. Beberapa sarana distribusi 

masih menjual produk tersebut. Produk ini masuk ke wilayah Jakarta melalui 

jasa ekspedisi dan barang tentengan perorangan. Pengawasan produk pangan 

ilegal ini harus dilakukan secara terus menerus agar tidak beredar lagi di 

wilayah DKI Jakarta. 

 

5. Peredaran Produk Pangan mengandung bahan berbahaya dan peredaran 

Bahan Berbahaya yang Sering Disalahgunakan pada Produk Pangan 

Keinginan pelaku usaha agar produk pangan yang diproduksi dan 

didistribusikannya bertahan lama, mempunyai penampilan menarik, dan harga 

murah membuat banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada pangan. 

Bahan berbahayaseperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow, 

sering digunakan pada pangan olahan. 

Salah satu usaha Balai Besar POM di Jakarta adalah melakukan intensifikasi 

pengawasan dan penelusuran produk pangan mengandung bahan berbahaya 

dan bahan berbahaya pada jalur produksi dan distribusi. Selain itu juga 

sampling dan pengujian terus menerus terhadap produk pangan jajanan pasar 

dan pangan jajanan anak sekolah menggunakan test kit pada mobil 

laboratorium keliling. 

 

6. Beredarnya Produk Kosmetik Ilegal dan/atau mengandung Bahan 

Dilarang 

Sejak Indonesia mengikuti harmonisasi ASEAN tanggal 1 Januari 2011 maka 

sistem pendaftaran produk kosmetik telah beralih ke sistem notifikasi. Sistem 

ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi produsen dan importir 

terhadap mutu keamanan dan khasiat produk yang diproduksi dan diedarkan. 

Untuk itu produsen atau importir harus menyusun Dokumen Informasi Produk 

(DIP) sebelum menotifikasikan produknya ke Badan POM.  
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7. Gerobak Obat dan Toko Obat Kuat 

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan pusat perdagangan 

nasional mempunyai banyak tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. 

Distribusi obat termasuk dalam permasalahan yang kompleks di ibukota. Salah 

satunya adalah maraknya penjualan obat dan obat kuat dengan menggunakan 

gerobak maupun toko obat ilegal. Gerobak/toko obat ini banyak bermunculan, 

terutama pada malam hari. Para pedagang ini menjual obat keras termasuk 

obat kuat dan obat tradisional ilegal. Penjualan obat ini sudah diatur dalam 

perundangan-undangan, oleh karena itu Balai Besar POM di Jakarta harus 

meningkatkan intensitas pengawasan. Balai Besar POM di Jakarta harus 

meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang terkait. 

 

8. Koordinasi Lintas Sektor 

Maraknya pelanggaran di bidang obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta dan 

tingginya potensi kerawanan yang terjadi membuat BBPOM di Jakarta sangat 

perlu untuk mempererat jalinan kerjasama dengan seluruh lintas sector terkait, 

baik dari lini pemerintah maupun dari sector swasta / masyarakat.  

Balai Besar POM di Jakarta memberikan perhatian besar untuk hal ini dengan  

melakukan kerjasama kerjasama dengan Bea Cukai, BIN Daerah, BNNP, 

Asperindo, ALFI, PPATK, BPS, APPBI, Pajak, serta Kepolisian dan Kejaksaan 

 

9. Terbitnya Permenkes no 9 tahun 2017 tentang  Apotek  

PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas 

pelayanan kefarmasian pada masyarakat. Dengan terbitnya PMK ini dapat 

mendukung kualitas pengawasan Petugas BBPOM di Jakarta pada sarana 

pelayanan kefarmasian, khususnya untuk menindaklanjuti juga pencabutan 

Permenkes No. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat maupun 

pemenuhan persyaratan perizinan baru untuk apotek. Sehingga diharapkan 

peredaran obat dapat lebih terkendali pada sarana yang tepat dan mengurangi 

resiko diversi obat. 

 

10. Terbitnya Inpres 3 tahun 2017 

Penguatan kelembagaan Badan POM yang telah diamini oleh banyak kalangan 

di masyarakat, legislator dan eksekutor telah mendorong terbitnya Inpres No. 3 

Tahun 2017. Hal ini juga berdampak pada dukungan lintas sektor di lingkungan 

Pemda DKI Jakarta dengan komitmen Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang 
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menetapkan Ingub Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Provinsi DKI Jakarta. Ingub ini membagi peran strategis beberapa 

SKPD, yakni Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas UMKM dan Perdagangan, 

Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan 

Pertanian serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, untuk bersama-

sama BBPOM di Jakarta melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah 

DKI Jakarta. 

 

11. Penadatangan MoU antara Bea Cukai dan Badan POM 

 
Tanggal 19 Mei 2017 menjadi awal komitmen kerjasama yang lebih efektif 

antara Badan POM dan Ditjen Bea dan Cukai, dengan dilakukanya 

penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Pengawasan Pemasukan, 

Pengeluaran dan Peredaran Obat dan Makanan. Ruang Lingkup Perjanjian 

Kerjasama yaitu Penguatan Koordinasi Pelaksanaan & Tindak Lanjut 

Pengawasan; Koordinasi dalam Penyusunan Peraturan UU; Peningkatan 

Kegiatan KIE; Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pertukaran Data dan 

Informasi, menjadi pedoman BBPOM di Jakarta dalam mengimplementasikan 

kerjasama tersebut di wilayah Jakarta. Bentuk konkret implementasi tersebut 

BBPOM di Jakarta melakukan kegiatan pertemuan koordinasi, join border 

inspection serta tukar menukar informasi intelijen bersama Kanwil DJBC 

Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi pengawasan obat dan 

makanan. Pada tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan kerjasama yang 

serupa maupun lebih berkembang khususnya dalam penanganan perkara 

dengan pendekatan Multi-Door Sistem 

 

12. Berkembangnya modus kejahatan di bidang obat dan makanan 

Pergeseran gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi produk impor, yang 

juga dipengaruhi oleh makin tipisnya entry barrier perdagangan antar negara, 

membuat pemasukan dan peredaran obat dan makanan illegal semakin 

diminati oleh pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan materi. Modus 

kejahatan dibidang ini pun makin berkembang dan lebih sulit terdeteksi. Namun 

kualitas investigasi yang semakin meningkat pun tetap dapat mengungkap 

modus yang sebelumnya tidak terungkap. Pada tahun ini PPNS BBPOM di 

Jakarta dapat mengungkap pola jalur masuk pangan impor illegal secara 

tentengan terorganisir serta penggantian label maupun tanggal kadaluwarsa, 
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yang selanjutnya pangan tersebut dijual langsung kepada masyarakat maupun 

melalui restoran siap saji di kota-kota besar. 

 

13. Penerapan ISO 2001 : 2015 

Kewajiban penerapan ISO 2001 : 2015 sebelum bulan Agustus 2017 

merupakan tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Jakarta, karena 

terdapat perubahan fundamental terkait peralihan dari penerapan ISO 2001 : 

2008 menjadi ISO 2001 : 2015. Penyesuaian tersebut terkait dengan SOP 

Makro dan SOP Mikro yang akan mengatur bisnis proses di Balai Besar POM 

di Jakarta. Diperlukan komitmen tinggi dari semua personil Balai Besar POM di 

Jakarta agar peralihan tersebut dapat berjalan dengan baik. 

 

14. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Kegiatan penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) 

melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan BPK dan APIP bertujuan untuk 

meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan Visi Badan POM yaitu ñObat 

dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing 

Bangsaò. 

Saat ini telah dilakukan pemetaan SPIP Balai Besar POM di Jakarta,  

melaksanakan pemetaan resiko serta melakukan kajian terhadap resiko 

tersebut untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. 

 

15. Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah  

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) memiliki peran strategis dalam 

pemenuhan gizi dan pemeliharaan ketahanan belajar anak sekolah.  

Masalah pada PJAS mencakup masalah keamanan pangan (sumber cemaran 

bakteri/mikroba, cemaran kimia/bahan berbahaya dan cemaran fisik) dan 

masalah mutu serta gizi (nilai gizi rendah, komposisi zat gizi tidak seimbang). 

Komunitas sekolah diharapkan memiliki kemandirian untuk mengawasi pangan 

jajanan anak sekolah di lingkungannya. 

Untuk itu diperlukan fasilitator keamanan pangan sekolah yang bertugas 

mendampingi, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat 

(keluarga dan komunitas sekolah) akan pentingnya praktek keamanan 

pangan. 



 

31 
 

LAPORAN KINERJA 
BBPOM DI JAKARTA 
TAHUN 2017 

Sebagai upaya untuk meningkatkan awareness keamanan pangan sekolah 

dan ketersediaan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah di provinsi DKI 

Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen dan bekerjasama dengan 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis 

Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah berbasis web (e-learning Fasilitator 

Keamanan Pangan Sekolah) untuk seluruh sekolah tingkat dasar dan 

menengah.  

Diharapkan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah dapat mendukung upaya 

peningkatan pengetahuan dan penerapan keamanan pangan di sekolah. 

 

16. Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam peningkatan keamanan 

pangan 

Pramuka sebagai bagian dari unsur masyarakat merupakan segmen yang 

potensial untuk menjadi pionir dalam mengawal keamanan pangan. Melalui 

Pramuka Sadar Pangan Aman (SAPA), anggota Pramuka ditingkatkan 

motivasi dan kepeduliannya terhadap masalah keamanan pangan.   

Dalam hal ini, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan Perjanjian 

Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta sebagai 

upaya memberdayakan anggota Pramuka dalam mengawal keamanan 

pangan.  

Aplikasi Pramuka SAPA dapat digunakan sebagai media bagi anggota 

Pramuka dalam melakukan pengawasan terhadap pangan rusak dan 

kadaluarwa yang dijual serta melaporkan ke Badan POM. Dalam hal ini, 

pemberian pembekalan / pelatihan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk 

menghasilkan fasilitator atau kader keamanan pangan dari komunitas 

Pramuka. Disamping itu diharapkan keamanan pangan dapat masuk dalam 

kurikulum pendidikan/pelatihan di organisasi Pramuka dan sebagai salah satu 

Tanda Kecakapan Khusus Pramuka. 

 

17.   Peran Akademisi / Perguruan Tinggi dalam mendukung pengawasan 

Obat dan  Makanan  

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi memegang peranan penting dalam 

mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengawasan 

Obat dan Makanan. 
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Kegiatan yang dapat disinergikan dengan peran Perguruan Tinggi antara lain 

penyelenggaraan pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang 

pengawasan obat dan makanan, penelitian dalam rangka peningkatan 

pengawasan obat dan makanan, pemanfaatan sarana dan prasarana 

laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat 

dan makanan, pemanfaatan sumber daya manusia untuk mendukung 

program pengawasan obat dan makanan serta pengembangan institusi 

pendidikan, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 

komunikasi, informasi, dan edukasi.  

Sejalan dengan itu, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kemitraan 

dengan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Fakultas 

Farmasi Universitas Indonesia (UI) melalui Komitmen Bersama tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat. 

 

18. Sarana dan prasarana kantor 

Saat ini Balai Besar POM di Jakarta menempati area dengan luas tanah 

2.750,00 m2 dan luas bangunan 2.404 m2. Kondisi tersebut sangat tidak 

memadai mengingat kompleksitas pengawasan BBPOM di Jakarta sangat 

tinggi. Untuk memenuhi tantangan tersebut BBPOM di Jakarta harus mampu 

melaksanakan pengawasan secara komprehensif, yang saat ini terasa kurang 

optimal. BBPOM di Jakarta tidak dapat memenuhi Perka badan POM RI No. 

20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan 

BPOM yang dikeluarkan oleh Badan POM terkalit keterbatasan ruang untuk 

pengembangan.    

 

19. Lokasi Kantor 

Saat ini BBPOM berlokasi di Jl. AsôSyafiiyah No. 133 Cilangkap,Jakarta 

Timur.  
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Gambar 1.10. Peta Lokasi Balai Besar POM di Jakarta 

Lokasi tersebut sangat tidak strategis bagi pelaksanaan tupoksi pengawasan OM di 

wilayah DKI Jakarta mengingat kondisi jalan dan lalulintas di ibukota Jakarta yang 

sangat padat.  

Untuk melakukan pengawasan di wilayh Jakarta utara atau barat, petugas memerlukan 

waktu tempuh keberangkatan mulai dari minimal 2 jam hinga maksimal 3 jam; dan waktu 

kembali yang lebih lama mengingat lalu lintas lebih padat karena lokasi kantor yang 

searah dengan lokasi pemukiman warga yang bekerja di wilayah perkantoran di pusat 

kota. Hal ini tentu saja mengurangi efektifitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh 

BBPOM di Jakarta. 


